
84 
 

DAFTAR PUSTAKA 

A. Buku 

Hadjon, Philipus M., 2007, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, 

Surabaya. 

 

Hernoko, Agus Yudha, 2008, Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas dalam Kontrak 

Komersial, LaksBang Mediatama, Yogyakarta. 

 

Husni, Lalu, 2009, Hukum Hak Asasi Manusia, PT. Indeks Kelompok Gramedia, 

Jakarta. 

 

Maimun, 2007, Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar, Pradnya Paramita, Jakarta. 

 

M. Manullang, E. Fernando, 2007, Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum 

Kodrat dan Antinomi Nilai, Kompas, Jakarta. 

 

Mertokusumo, Sudikno, 2000, Penemuan Hukum, Liberty, Yogyakarta. 

 

Moleong, Lexy J., 2006, Metode Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, 

Bandung. 

 

Mondy, R. Wayne, 2008, Manajemen Sumber Daya Manusia, Erlangga, Jakarta. 

 

Muhammad, Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, 

Bandung. 

 

Nasution, Bahder Johan, 2004, Hukum Ketenagakerjaan, Kebebasan Berserikat Bagi 

Pekerja, Mandar Maju, Surabaya. 

 

Rahardjo, Satjipto, 2000, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung. 

 

-----------, 2006, Hukum dalam Jagad Ketertiban, UKI Press, Jakarta. 

 

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1994, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia 

Indonesia, Jakarta. 

 

Soeroso, R., 2011, Pengantar Ilmu Hukum, Cet. 11, Sinar Grafika, Jakarta. 

 

Syakuni, Imam, A. Ahsin Thohari, 2013, Dasar-dasar Politik Hukum, PT Raja 

Grafindo Persada, Jakarta. 

 

Zein, Yahya Ahmad, 2012, Problematika Hak Asai Manusia, Liberty, Yogyakarta. 

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG MELAKUKAN PERKAWINAN DENGAN REKAN
KERJA DALAM SATU PERUSAHAAN
SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 13/PUU-XV/2017 (STUDI DI PERUSAHAAN
UMUM (PERUM) BULOG)
WIBISONO AJI, Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



85 
 

B. Peraturan Perundang-Undangan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3019). 

 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3886). 

 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4279). 

 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant on 

Economic, Social and Cultural Right (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak 

Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557).  

 

C. Putusan Pengadilan 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 perihal Pengujian Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 14 

Desember 2017. 

 

D. Jurnal  

Agus, Dede, “Putusan MK Nomor 012/PUU-I/2003 tentang Putusan dalam Perkara 

Permohonan Pengujian UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap 

UUD 1945 Dalam Rangka Perlindungan Buruh/Pekerja”, Jurnal Konstitusi,           

Vol. 2, No. 2, 2011. 

 

Kapitan, Rian Van Frits, “Kekuatan Mengikat Putusan Constitutional Review 

Mahkamah Konstitusi Terhadap Mahkamah Agung”, Jurnal MMH, Vol. 44,              

No. 4, Oktober 2015. 

 

Karo Karo, Rizky P.P, Ellora Sukardi, dan Sri Purnama, “Perlindungan Hak Pekerja 

dalam Satu Perusahaan untuk Melangsungkan Perkawinan Pasca Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017”, Hukum Media Bhakti, Vol. 3, 

No. 1, Juni 2019. 

 

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG MELAKUKAN PERKAWINAN DENGAN REKAN
KERJA DALAM SATU PERUSAHAAN
SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 13/PUU-XV/2017 (STUDI DI PERUSAHAAN
UMUM (PERUM) BULOG)
WIBISONO AJI, Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



86 
 

Olivia Sitanggang, “Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat”, Jurnal 

Kaidah Hukum, Vol. 20, No. 1, September 2020. 

 

Pigome, Martha, “Implementasi Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi dalam Struktur 

Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945”, Dinamika Hukum, Vol. 11, 

No. 2, Mei 2011. 

 

Rohanawati, Ayunita Nur, “Kesetaraan dalam Perjanjian Kerja dan Ambiguitas 

Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Yudisial, Vol. 11, No. 3, 

Desember 2018. 

 

Syahrizal, Ahmad, “Problem Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi”, 

Konstitusi, Vol. 4, No. 1, Maret 2007. 

 

Trisnadiasa, I Nyoman Agus, Dewa Putu Tagel, “Konsekuensi Yuridis Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 terhadap Tenaga Kerja yang 

Memiliki Ikatan Perkawinan dengan Sesama Tenaga Kerja dalam Satu 

Perusahaan”, Jurnal Ilmiah Ilmu Agama dan Ilmu Hukum, Vol. 14, No. 1, Maret 

2019. 
 

Winata, Muhammad Reza, dan Intan Permata Putri, “Penegakan Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 Mengenai Hak Mendapatkan Pekerjaan dan 

Hak Membentuk Keluarga”, Konstitusi, Vol. 15, No. 4, Desember 2018. 

 

E. Penelitian 

Ardiwinata, Febriadi, 2014, Analisis Yuridis Larangan Suami Istri Bekerja pada 

Perusahaan Yang Sama Dikaitkan Dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 

2003 Tentang Ketenagakerjaan, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum 

Universitas Kristen Maranatha, Bandung. 

 
Rosyid, Hanif Assabib, 2017, Perlindungan Hukum Terhadap Hubungan Kerja dan 

Pemutusan Hubungan Kerja (Studi di PT. Makmur Sejahtera Wisesa), Tesis, 
Program Magister Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Surakarta. 

 
Hasrul, Muh., 2013, Eksistensi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah 

dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Disertasi, Program Doktor 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar. 

 
Paolo, Regen, 2009, Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Pekerja Akibat 

Pemutusan Hubungan Kerja karena Mengundurkan Diri, Tesis, Program 
Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. 

 

 

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG MELAKUKAN PERKAWINAN DENGAN REKAN
KERJA DALAM SATU PERUSAHAAN
SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 13/PUU-XV/2017 (STUDI DI PERUSAHAAN
UMUM (PERUM) BULOG)
WIBISONO AJI, Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



87 
 

Pasra, Gilang Wirananda R., 2019, Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 13/PUU-XV/2017 terhadap Pemenuhan Asas Kepastian Hukum dan 

Keadilan dalam Pemutusan Hubungan Kerja, Tesis, Program Magister Fakultas 

Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 

 

Setiono, 2004, Rule of Law (Supremasi Hukum), Tesis, Program Magister Fakultas 

Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 

 

F. Internet 

Embu, Wilfridus Setu, “Fakta di Balik Aturan Larangan Karyawan Satu Kantor 

Menikah”, https://www.merdeka.com/uang/fakta-di-balik-aturan-karyawan-satu-

larangan-kantor-menikah.htwml, diakses 22 Desember 2020. 

 

Koran SINDO, “Sikapi Langkah MK, Apindo: Kalau Suami Istri Satu Kantor Rawan 

KonflikKepentingan”,https://economy.okezone.com/read/2017/12/16/320/18313s

ikapilangkah-mk-apindo-kalau-suami-istri-satu-kantor-rawan-konflik-

kepentingan, diakses 22 Desember. 

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG MELAKUKAN PERKAWINAN DENGAN REKAN
KERJA DALAM SATU PERUSAHAAN
SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 13/PUU-XV/2017 (STUDI DI PERUSAHAAN
UMUM (PERUM) BULOG)
WIBISONO AJI, Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

https://www.merdeka.com/uang/fakta-di-balik-aturan-karyawan-satu-larangan-kantor-menikah.htwml
https://www.merdeka.com/uang/fakta-di-balik-aturan-karyawan-satu-larangan-kantor-menikah.htwml
https://economy.okezone.com/read/2017/12/16/320/18313sikapilangkah
https://economy.okezone.com/read/2017/12/16/320/18313sikapilangkah

